BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang berpenduduk padat dan berbentuk
kepulauan mempunyai wilayah perairan lebih besar daripada daratan berupa

tanah, dalam hal ini tanah merupakan hal yang problematik sekali dan dapat

menjadi pemicu utama terjadinya sengketa. Tanah memegang peranan utama

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tanah
merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Mang:sia hidup serta
melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap manusia A‘s.ei‘a'l.u berhubungan
dengan tanah, dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara

langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah.

Menyikapi perkembangan yang"/ terdapat di kota-kota besar, khususnya

kebutuhan perumahan dan pemukiman yang sangat terbatas pada satu sisi, dan

pada sisi.lain konsentrasi penduduk yang setiap hari bertambah ke kota. Di

samping itu, persediaan tanah di kota yang semakin sempit, akib':a:[ penumpukan
tanah-tanah pada orang-orang tertentu sehingga masyarakat tidak memilik tanah
yang memadai untuk membangun perumahan dan pemukiman, pemerintah
khususnya di kota-kota besar, misalnya Jakarta, mendirikan pgrumahan yaﬁg

bersifat vertikal maupun bersusun.!

! Supriadi, Hukum Agraria, Cetakan ke-2 (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal.242.



Pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk
memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkén
mutu lingkungan kehidupan, mémberi arah pada- pertumbuhan wilayah,
memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka
peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bisnis perumahan di perkotaan
maupun di pinggiran merupakan sektor yang sangat menjanjikan. Sehubungan
dengan itu upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan
untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang makin meningkat, tetapi
dalam hal ini belum secara merta dapat dilaksanakan oleh pemerintah karena

melihat kebutuhan-kebutuhan lainnya yang masih perlu diprioritaskan.

Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia, baik unfuk tempat
tinggal, tempat usaha, perkantoran dan lain sebagainya. Oleh karena itu, upayé _
pembangunan perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan
jumlah perumahan yang makin banyak dan dengan harga yang terjangkr:m._2
Pembangunan perumahan yang dilakﬁkan oleh pemerintah maupun pengembang
merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pembangunaﬁ
perumahan ditujukan agar seluruh rakyat Indonesia menempati ru;r}ah yang layak
dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Rumah yang layak adalah
bangunan rumah yang sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan keselamatan
bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur adalah lingkungan yang

2 Andi Hamzah, Dasar-Dasar Hukum Perumahan, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), hal.27.
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memenuhi persyaratan penggunaan tanah, penguasaan hak atas tanah, dan

kelayakan prasarana dan sarana lingkungannya.’ '

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun pengembﬁng untuk
memenuhi kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal atau hunian tersebut
tidak semuanya dapat dipenuhi oleh rakyat khususnya yang tinggal di kota-kota |
besar dikarenakan keterbatasan keunangan dan mahalnya harga rumah. Upaya yang
bisa dilakukan oleh rakyat untuk memenuhi kebutuhan akan rumah sebagai
tempat tinggal atau hunian adalah dengan cara menyewa rumah milik orang lain,
yang kadang-kadang jauh dari kelayakan dan sehat lingkungannya.* Masalah-
masalah yang dihadapai oleh kota-kota besar di Indonesia selginjumlah penduduk
yang sangat besar, yang ditimbulkan oleh pertumbuhan alamiah (kelahjran_). |
maupun urbanisasi seiring dengan pesatnya pembangunan, permasalahan lain
yang dihadapi adalah tumbuhnya rumah-rumah di setren kali dan setren kereta
api, tumbulnya pemukiman yang phc}a/ penghuninya darn/atau kumuh; baik yang

berdiri di atas tanah haknya maupun yang berdiri di atas tanah hak pihak lain.>.

Adanya rumah susun atau apartemen bukanlah fenc;I\nena baru di Indonesia
terutama di kota-kota besar, hal ini dikarenakan semakin sempitnya lahan atau
tempat untuk dibuat sebagai rumah atau pemukiman yang merupakan kebutuhan
dasar setiap manusia. Rumah susun atau apartemen saat ini sudah menjadi saléh
satu alternatif tempat tinggal. Di samping upay; tersebut, pembangunan

perumahan sistem rumah susun atau apartemen juga bertujuan untuk memenuhi

 Urip Santoso, Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah, Cetakan ke-1 ( Jakarta :
Kencana Prenada Media Group, 2010), hal.75.
* Ibid.
? Ibid., hal. 76.
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kebutuhan perumahan dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di
daerah-daerah yang berpenduduk padat dan luas tanah yang terbatas. Rumah
susun atau apartemen dapat diperoleh dengan pemindahan hak antara lain seperti
jual beli, tukar menukar, dan hibah atau dengan menyewanya. Untuk memiliki
apartemen tidak sedikit orang yang memesan untuk memperolehﬁya dengan
membayar sejumlah uang peﬁgikat sedangkan bangunan berupa rumah susun atau

apartemen belum ada secara fisik.

Hal yang selanjutnya muncul adalah jika para pemakai tersebut ingin
memiliki secara pribadi bagian bangunan yang dipakainya. Menurut hukum itu
dimungkinkan, karena secara fisik bagian-bagian tersebut tidg_k _‘dgpat dipisahkan
dan merupakan satu kesatuan dengan bangunan gedungnya. Secara tegas dapat
dimungkinkan pemilikan bagian-bagian gedung-gedung yang dimaksud secara
individual, sedangkan bagian-bagian lainnya yang digunakan secara bersama,
demikian juga tanahnya menjadi milik bersama yang tidak terpisahkan dan semua
bemilik satuan atau bagian dan merul;kan bagian-bagian yang tid.ak tex_’pisahkan

dari pemilikan bagian-bagian yang bersangkutan. "

Suatu unit rumah susun dibangun oleh suatu badan, hukum yang
pemasarannya dilakukan dengan cara jual beli oleh kedua belah pihak, antara
badan hukum sebagai pengembang dengan orang yang akan membeli satuan unit
rumah susun tersebut. Jual beli di dalam Pasal 145Y Kitab WUndang-Undang
Hukum Perdata merupakan suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain
untuk membayar yang telah diperjanjikan. Jual beli itu dianggap telah terjadi

antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat
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tentang kebendaan tersebut dengan harganya, meskipun kebendaan itu belum
diserahkan, .maupun harganya belum dibayar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tentunya dalam jual beli ini
seseorang harus mematuhi 4 (empat) syarat yang berlaku sesuai dengan ketentuan
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sepakat, cakap, mengenai

suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Hubungan antara individu yang nierupakan subyek hukum ataupun badan
hukum merupakan suatu hubungan hukum yang dapat dikategorikan sebagai
perbuatan hukum. Salah satu bentuk dari perbuatan hukum tersebut adalah
perjanjian. Petjanjian dapat dibuat secara bebas, bebas -dalam artian untuk
mengadakan perjanjian dengan siapapun, Bebas menentukan benmknyé, bebaé

menentukan syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya.’

Jual beli satuan unit rumah susun ini dilakukan dalam suatu dokumen awal
yang dinamakan perjanjian, dalam ha11n1 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sat_uaﬁ
Rumah Susun, yang mana objeknya adalah rumah susun. Perjanjian Pengikatan
Jual Beli adalah langkah awal bagi pengembang dalam melakukan suatu _
penjualan atau pemasaran suatu unit rumah susun. Pengikatan Jual-Beli ini adalah
perjanjian antara calon pembeli dan calon penjual objek tanah dan bangunan yang
dibuat sebelum ditandatanganinya Akta Jual Beli. Perjanjian Pengikatan Jual Beli
ini memuat hak dan kewajiban dari pihak pengembané dan pihdk pembeli, yang

menimbulkan suatu hubungan hukum, yang apabila dilanggar oleh salah satu

pihak maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

§ Alfiansyah, “Urgensi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPIB) Hak Atas Tanah.yang dibuat oleh
notaris”, “ Jurnal Hukum (2015). http://hukum.studentjournal.ub.ac.id.
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Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini tidak diatur secara khusus dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, dikarenakan dalam Kitab Undang-Undsing |

Hukum Perdata itu hanya mengatur mengenai jual “ beli. Menurut Maria

Sumardjono, Perjanjian Pengikatan Jual Beli termasuk dalam lingkup hukum
petjanjian, sedangkan jual belinya termasuk dalam lingkup hukum tanah nasional
yang tunduk pada Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 :
Tahun 1960 yang disingkat UUPA) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.” Jual

beli dalam Hukum Tanah Nasional adalah perbuatan hukum pemindahan hak

untuk selama-lamanya dari penjual kepada pembeli, disertai dengan pembayaran
harga (baik sebagian maupun seluruhnya) dari pembeli kepadel penjual, yang
dilaksanakan secara terang dan mempunyai sifat tunai. i’.elwn'l‘aeli yang ingin
melakukan transaksi jual beli dengan pengembang dapat melihat bentuk dari
rumah susun itu. Pembeli yang akan melakukan pembelian diberikan Surat
Pemesanan (booking form) oleh peng?mbang sebagai dokumen awal yang akan
diterima pembeli yang félah bemiatj/ingin membeli unit satuan rumah susun.
Setelah menandatangani surat tersebut, pembeli harus membayar booking feé
(biaya plemesanan), beserta uwang muka (down payn:\ent). Pembayaran ini
mengindikasi niat pembeli untuk mendapat unit rumah susun yéﬁg ditawarkan,

meski benda yang ditawarkan secara fisik dalam bentuk lahan tanah, dan belum

berwujud bangunan unit rumah susun sebagaimana yang ditawarkan.
A\ .

Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan perjanjian kesepakatan para

pihak mengenai rencana para pihak yang akan melakukan jual beli dan mengatur

i

I
1
¥
M

7 Maria Sumardjono, “Pembangunan Rumah Susun dan Permasalahannya Ditinjau dari Segi
Yuridis”, Diskusi Terbatas diselenggarakan YLKI di Jakarta, 27 Oktober 1997.




tentang hak dan kewajiban sehingga bisa memberikan kepastian hukum serta
perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana asas hukum
Pacta Sunt Servanda artinya perjanjian adalah undang-undang yang mengikat
para pihak yang membuatnya.® Dengan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli
maka penjual dan calon pembeli menyatakan kehendaknya untuk melangsungkan
jual beli. Dalam kemungkinan risiko yang ditanggung oleh pembeli terlalu besar
apabila pelaku usaha ingkar janji. Untuk mengurangi risiko tersebut maka
dikeluarkanlah Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, selaiﬁ

untuk mengurangi risiko, dikeluarkannya keputusan ini juga bertujuan untuk

’ C e

mengamankan kepentingan penjual dan pembeli satuan rumah susun yang

memerlukan pedoman mengenai pengikatan jual beli.

Setelah dibuatnya perjanjian pengikatan jual beli dan bangunan (objek
perjanjian) telah mendapat ijin llax,ak huni dari pemerintah daerah yang
bersangkutan serta memenuhi persyé;‘atan yaitu adanya akta pemisahan satuan-
satuan rumah susun untuk pembuatan sertifikat hak milik z}'\cas satuan rumah susun
oleh kaﬁtor pertanahan kabupaten/kotamadya yang bersangkutan, pengembang
harus menyiapkan akta jual beli kemudian bersama-.:;;lma pembeli
menandatanganinya dihadapan notaris/PPAT, hal ini sesuai dengan Keputusan

Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994. Perjanjian itu sendiri
b »

menurut Subekti adalah suatu peristiwa antara dua orang atau lebih yang sali_ng

8 Erwin Kallo, Panduan Hukum Pemilik Penghuni Rumah Susun, Cetakan ke-1 (Jakarta : Minerva
Athena Pressindo, 2009), hal.35.
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berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, maka timbulah suatu hubungan hukum

antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.’ v

Pada kenyataanya pengembang melanggar ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun dan juga pengembang
telah mengeluarkan dokumen seperti Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang sudah
dibakukan atau yang sudah ditentukan terlebih dahulu oleh pengembang properti.
Pengembang dalam menggunakan perjanjian baku dalam hal ini Perjanjian
Pengikatan Jual Beli digunakan sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab
mereka apabila terjadi wanprestasi atau kesalahan dalam pemenuhan kewajiban
terhadap pembeli. Hal ini bertentangan dengan peraturan menteri yang mengatur
mengenai bentuk dan isi dari suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli, dimana isinya
harus mengatur tanggung jawab pengembang secara jelas untuk menjamin
kepastian hukum terhadap konsumen sebagai pembeli apabila terjadi akibat-akibat

hukum.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan suatu hubungan hukum yang
mengikat para pihak di dalamnya yang memuat hak dan*kewajiban serta akibat
hukum yang timbul apabila para pihak melanggar perjanjian ter—seeq. Namun
kenyatannya masih ada pengembang yang melanggar ketentuan tersebut
sebagaimana telah termuat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bangunan
Rumah Susun Puri Garden Apartemen. Terdapat satu ‘contoh kasus berdasarkan
Putusan Nomor 089/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar yaitu PT. Mitra Prima Séjahtera dan

~ para rekannya antara lain Daniel Hamran, Ivon Indria Sari, dan Taty Suhartaty,

sampai dengan waktu yang disepakati belum ada realisasi penyelesaian surat-surat

° Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ke-11 (Jakarta : PT. Intermasa, 1987), hal.1.
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kepemilikan atas unit-unit satuan rumah susun Puri Garden Apartemen tersebut.
Surat-surat kepemilikan atas unit-unit rumah susun diantaranya sertifikat hak atas

tanah, akta jual beli, pertelaan dan dokumen-dokumen terkait lainnya.

Bangunan rumah susun Puri Garden Apartemen tersebut berdiri di atas

bidang tanah-bidang tanah sebagai berikut :
a. Hak Guna Bangunan Nomor 3023;
b. Hak Guna Bangunan Nomor 3024,
c¢. Hak Guna Bangunan Nomor 3068;
d. Hak Guna Bangunan Nomor 2813;
e. Hak Guﬁﬁ Bangunan Nomor 3158;

f. Hak Guna Bangunan Nomor 3187;

!

dan sebidang tanah adat Girik C.No’f;lor : 1404, atas nama Ratja Bin Barong,
seluas kuraﬁg lebih 3.067 M2, bertalian dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual
Beli No'rﬁor 23, tanggal 26 Maret 2003, dibuat dihadi:pan Bernat Pahlawah
Silitonga, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Ternyata telah diketahui sertifikat
tersebut yang menjadi bukti kepemilikan dari pembeli telah diagunkan oleh pihak

pengembang ke PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

i w
Tindakan pengembang yang mengagunkan sertifikat milik pembeli atas
satuan rumah susun dapat dikatakan mengandung uné.ur perbuatan melawan

hukum. Faktor diagunkannya sertifikat tersebut dikarenakan adanya kredit macet

yang tidak dapat dilunasi oleh pihak pengembang. Namun temyata pihak
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pengembang tidak diketahui lagi keberadaannya, termasuk Daniel Hamran, dan
Ivon Indria Sari. Mereka sudah terdaftar sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang).
Dalam hal ini, pengembang yang seharusnya bertanggung jawab atas dokumen-
dokumen, surat-surat kepemilikan satuan rumah‘susun telah dianggap lari dari
tanggung jawab dan telah lalai atas kewajibannya sebagaimana dalam pelaksanaan
perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun (PPJB) yang dibuat antara
penjual dan pembeli. Oleh karena itu Penulis ingin mengetahui lebih mendalam

terkait dengan kasus tersebut.
B. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dikemukakan

permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah prosedur jual beli atas satuan rumah susun Puri Garden Apartemen

telah sesuai dengan peraturan pefuqdang—undangan yang berlaku?

/

2. Bagaimana pertanggungjawaban pengembang dalam Pelaksanaan Perjanjian
Pengikatan Jual Beli yang mengandung unsur perbuatdh melawan hukum atas
Satuan Rumah Susun Puri Garden Apartemen (Studi Kasus : Putusan Nomor

089/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar)?




C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan d_iadakanngfa

. penelitian adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikuit:

1. Untuk mengetahui prosedur jual beli atas satuan rumah susun Puri Garden

Apartemen apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pengembang dalam Pelaksanaan
Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang mengandung unsur perbuatan melawan
hukum atas Satuan Rumah Susun Puri Garden Apartemen (Studi Kasus :

Putusan Nomor 089/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar).
D. Kegunaan Penelitian
1. Secara Teoritis

Penelitian ini mengharapkani,: adanya sinkronisasi antara perjanji_an'
pengikatan jual beli apartemen yang dllakukan oleh pengembang dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan“Peraturan Kememperé
Nomor 11/KPTS/1994 agar tidak terjadi perbuatan melaﬁran hukum oleh kedua
belah pihak yang disebabkan karena ketidakpatuhan terhadap J];;eraturan yang

belaku.
2. Secara Praktis ' 4 .

Peneliti dapat mengetahui suatu kelemahan hukum yang terjadi dalam hal
pemasaran unit rumah susun dan pelaksanaan jual beli yang pada umumnya kerap

kali dilakukan oleh setiap pengembang (developer) suatu rumah susun.

il



a. Bagi Penjual

Pengembang sebagai penjual satuan unit rumah susun agar dapat lebih
memahami peraturan-peraturan apa yang seharusnya diperhatikan sebelum
melakukan pelaksanaan jual beli untuk rumah ;;usun yang dibangunnya, agar
dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi di kemudian

hari.
b. Bagi Pembeli dan Masyarakat

Masyarakat sebagai pembeli, agar lebih berhati-hati untuk berinvestasi
pada suatu bangunan rumah susun. Kiranya agar para pembeli lebih berhati-hati
dalam melihat konsep yang ditawarkan oleh pihak pengembuang; apakah konsep

tersebut dalam aplikasinya menyalahi aturan-aturan yang ada atau tidak, agar di

kemudian hari tidak terjadi sesnatu hal yang merugikan dirinya.
E. Sistematika Penulisan L

Sistematika penulisan merupakan rencana susunan materi yang akan
ditulis dalam tesis mulai dari BAB I (PENDAHULUAN) Yampai dengan BAB V
(PENUTUP). Sistematika penulisan digunakan untuk memberikan gambaran
secara garis besar mengenai isi tesis yang akan dibuat yang dimaksudkan untuk

mempermudah pembahasan.
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Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:
BABI PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, Permasalahan, Tujuan dan

Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
BAB H TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka adalah kerangka pemikiran yang menghubungkan
variable penelitian yang satu dengan yang lain berdasarkan teori-teori yang
berkaitan dengan Perjanjian, Perikatan, Pengikatan Jual Beli, Rumah Susun, dan

Perbuatan Melawan Hukum
BAB III METODE PENELITIAN

Berisi mengenai hasil yang diperlukan untuk menggambarkan fakta atau
keadaan sebenarnya tentang hasil yang berkaitan dengan permasalahan j}ang akan

diteliti. Dalam penelitian ini akan diuraikan fentang jenis penélitian yang

dipergunakan, sumber-sumber data, dan sifat analisis data \
‘ i

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi mengenai data yang diperlukan untuk mengambarkan fakta

atau keadaan yang sebenarnya tentang data yang berkaitan dengan permasalahan
A -

yang akan diteliti dan uraian secara mendalam terhadap jawaban atau

permasalahan dalam tesis.
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BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan (jawaban singkat atas permasaiah'e;n
dalam tesis berdasarkan atas hasil analisis permasalahan) dan saran (solusi
alternatif yang diusulkan penulis atas kendala-kendala yang masih dihadapi atau
belum ditemukan jawabannya meskipun telah dilakukan penelitian dan analisis

terhadap permasalahan tersebut.

1
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